Menimbang

Mengingat

[ SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka
pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) sebagai pedoman penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah | Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembdran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana;
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indg
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Nega
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Negara Republik Indonesia Tahun 2008

an Rencana
mesia Tahun
ra Republik

tentang Tata
dan Evaluasi

(Lembaran
Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republ
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembs
Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neg
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaha
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

ik Indonesia
iran Negara

019 tentang
ara Republik
n Lembaran




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 36);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi| Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perub Rencana
Pembangunan Jangka Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian | Lingkungan
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jnagka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minj

imal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Dae

Tahun 2019
rah (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dag
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Inddg
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indg
2020 Nomor 1781);

Tahun 2019
Nomenklatur
rah (Lembar
1447);

mesia Nomor
Pengelolaan
mesia Tahun

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republ
Tahun 2021 Nomor 496);

| Pemerintah
ik Indonesia




23.

24

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi| Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor
10 Seri E);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 31
Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemeri Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021
Nomor 16 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun
2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

007 tentang
(Lembaran

Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur

Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur

Tahun 2008 Nomor 85);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pe¢
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah
Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruaj
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034

Nomor 17
>mbangunan
[imur Tahun
| Kabupaten

Nomor 13
ng Wilayah
(Lembaran

Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 201

Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur

Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
2016 Nomor 11)
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua A

ahun 2016-
imur Tahun

sebagaimana telah diubah dengan

Nomor 03
Peraturan

Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Perubahan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daer
Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 03, Tambah
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

Kabupaten
Lembaran



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 202

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

11.

12.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

1.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung

Timur.
Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala

Bapelitbangda adalah  Kepala

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Belitung Timur.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
disingkat Musrenbang adalah forum antar-pel

rangka menyusun rencana pembangunan ns
rencana pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah D
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen H
Daerah untuk periode S (lima) tahun.

Badan Perencanaan

Daerah

PD adalah
selanjutnya
aku dalam

iIsional dan

aerah yang
lerencanaan

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP

adalah dokumen perencanaan nasional untuk
(satu) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang

. periode 1

selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana

pembangunan tahunan daerah.

Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut dengan
Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode

S (lima) tahun.

Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah

dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu)

tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokt
memuat kebijakan bidang pendapatan, be
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya ur
1 (satu) tahun.

imen yang
lanja, dan
ituk periode




13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

14.

15.

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

selanjutnya

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan

patokan batas maksimal anggaran yang diberi
PD untuk setiap program sebagai acuan dalam

an kepada
enyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran PD sebelum disepakati dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen

erencanaan

dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu

PD serta pagu anggaran sementara berdasarkan
PPAS.

BAB I1
RUANG LINGKUP

Pasal 2
RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencans

untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir padal
Desember 2022.

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pag

KUA serta

lan Daerah
tanggal 31

la ayat (1)

merupakan dokumen perencanaan publik yang menjadi

kewajiban aparatur Pemerintah Daerah untuk
dan mengimplementasikannya,
rancangan kerangka ekonomi Daerah,
pembangunan Daerah, dan rencana kerja dan
untuk batas waktu 1 (satu) tahun.

RKPD disusun dalam rangka menciptakan

menyusun

yang memuat tentang

prioritas
pendanaan

integrasi,

sinkronisasi, sinergitas pembangunan Daerah antar wilayah,
antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan
serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif,

efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
RKPD Tahun 2021 berfungsi sebagai:

a. pedoman Penyusunan Renja PD Tahun 2022; dan

b. pedoman Penyusunan KUA, PPAS, dan
Anggaran 2022.

BAB III
TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 3

Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegit::l.n:
a. penyiapan rancangan awal rencana kerja pemb

b

c. musrenbang; dan

d. penyusunan rancangan
pembangunan.

akhir

rencarna

RAPBD Tahun

gunan,;

. penyiapan rancangan rencana kerja pembangunan;

kerja




(2)

Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbar
(3) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD
unsur-unsur penyelenggara pemerintahan.
(4) Kepala Bappelitbangda menyelenggarakan N

penyusunan RKPD.

Pasal 4

g,
diikuti oleh

fusrenbang

Dalam rangka penyusunan Renja PD Tahun 2022 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, PD me
RKPD Tahun 2022 untuk:

a. menyusun rancangan akhir Renja PD; dan
b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-PD.

Pasal 5

Kepala Bappelitbangda melakukan penelaahan ranca
Renja PD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, }
serta tugas pokok dan fungsi PD.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Ta
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kaidah-kaidah pengendalian dan evaluasi pelaksan

adalah sebagai berikut:

a. dalam rangka
pembangunan,
pemantauan;

pengendalian  pelaksanaan
masing-masing kepala PD

pemantauan pelaksanaan
masing-masing PD;

pelaksanaan rencana pembangunan PD; dan
Kepala Bappelitbangda melaksanakan dan

evaluasi rencana pembangunan Daerah sebag

dalam penyusunan RKPD periode tahun berikutny

1

nggunakan

ngan akhir
Renstra PD

lhun 2022
yang tidak

nan RKPD

rencana
melakukan

Kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil
rencana pembangy

mman dan

masing-masing kepala PD melakukan evaluasi kinerja

menyusun
yai bahan
a.




BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd
IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 28

_Salinansesuai dengan aslinya
/" KEPALABAGIAN HUKUM,

UHARMAN, SH

\NIP, 19750331 200604/1 005



